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Abstrak 
Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah terluas se-Jawa Bali, namun memiliki nilai PDRB 2,3 
persen dari total PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dengan perkembangan wilayah yang lambat, 
Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi 2 bagian yang berbeda karakteristik umum wilayahnya, yaitu 
Sukabumi Utara (perkotaan) dan Sukabumi Selatan (perdesaan), Hal ini menimbulkan kesenjangan dan 
alasan kurang optimalnya kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga 
muncul wacana pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi dua opsi, yaitu: tiga Daerah Otonomi 
Baru (DOB) dan dua DOB. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis tingkat perkembangan dan 
ketimpangan wilayah; (2) mengidentifikasi komoditas unggulan di wilayah rencana pemekaran 
berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; (3) menganalisis ketersediaan lahan untuk 
pertanian; serta (4) membandingkan potensi wilayah rencana pemekaran pada kedua opsi. Analisis yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah metode skalogram, Index Theil Entropy, Location Quotien (LQ), 
Differential Shift (DS), analisis spasial, serta analisis tabulasi-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
perbedaan perkembangan dan ketimpangan wilayah, antara wilayah utara dan selatan. Komoditas 
unggulan di setiap DOB dominan padi. Wilayah selatan (KSI dan KP) memiliki lahan tersedia lebih 
luas dibandingkan wilayah utara (KSU), karena wilayah utara dominan lahan terbangun. Secara umum, 
wilayah utara memiliki potensi sektor non-pertanian, sedangkan wilayah selatan memiliki potensi 
sektor pertanian. Berdasarkan analisis dan pendapat masyarakat, wilayah utara lebih siap menghadapi 
pemekaran dibandingkan wilayah selatan. Pembangunan wilayah harus sesuai sumberdaya lokal. 
 
Kata Kunci : DOB, ketimpangan, skalogram, Theil Entropy Index 
 
Pendahuluan 
Implementasi desentralisasi di Indonesia ditandai dengan tingginya tingkat pemekaran, 
terutama di daerah tertinggal (Faoziyah et al., 2016), hal inilah yang menjadi salah satu alasan 
rencana pemekaran di Kabupaten Sukabumi. Luas areal terluas di Jawa Barat (bahkan se Jawa 
Bali) dengan proporsi 11,72% dari total luas Jawa Barat, namun memiliki Produk Domestik 
E-ISSN: 2615-7721 Vol 5, No. 1 (2021) 627 
P-ISSN: 2620-8512 
Regional Bruto (PDRB) hanya sebesar 2,3% dari total PDRB di Provinsi Jawa Barat (Mulya 
et al., 2018).  Faktanya luas wilayah tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup dan 
peningkatan ekonomi daerah, termasuk jika dilakukan pemekaran (Faoziyah et al., 2016). 
Pemerataan pembangunan seluruh sektor wilayah merupakan tanda terciptanya pembangunan 
di wilayah tersebut, wilayah yang memiliki potensi perkembangan lebih besar, umumnya akan 
berkembang lebih pesat, dan merangsang wilayah di sekitarnya (Tarigan 2008). Pembangunan 
wilayah dapat memberikan gambaran sejauh mana suatu wilayah mempunyai peluang untuk 
berkembang (Latuconsina 2017) dan memiliki keterkaitan erat dengan sumberdaya alam yang 
dimilikinya. Selain itu, pembangunan wilayah harus dimulai dari pengenalan potensi 
sumberdaya lokal (Widiatmaka et al., 2019). Salah satu sektor penggerak pembangunan di 
Kabupaten Sukabumi adalah sektor pertanian (BPS, 2019). Hal inilah menjadikan 
pembangunan wilayah berbasis sektor pertanian menjadi penting. Dalam pengembangan 
potensi sektor pertanian, keragaman sifat lahan, akan sangat menentukan jenis komoditas yang 
dapat diusahakan serta tingkat produktivitasnya (Widiatmaka et al., 2016).  
Beberapa perspektif yang melandasi munculnya rencana pemekaran Kabupaten 
Sukabumi diantaranya predikat sebagai salah satu Kabupaten tertinggal di Jawa Barat, dan 
ketimpangan pembangunan antar wilayah. Wacana rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi 
terdapat dua opsi, yaitu menjadi tiga dan dua wilayah kabupaten baru (Daerah Otonom 
Baru/DOB). Tiga DOB terdiri dari Kabupaten Sukabumi Utara/KSU (21 kecamatan), 
Kabupaten Sukabumi Induk/KSI (8 kecamatan), dan Kabupaten Pajampangan/KP (18 
kecamatan). Dua DOB terdiri dari Kabupaten Sukabumi Induk (KSI) dan Kabupaten Sukabumi 
Utara (KSU). Kedua opsi tersebut sama-sama berdasarkan pertimbangan persamaan fungsi, 
alasan administratif, serta distribusi sumberdayanya seperti: keadaan alam, sarana prasana, dan 
kegiatan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis tingkat perkembangan 
wilayah dan ketimpangan pembangunan wilayah rencana pemekaran; (2) mengidentifikasi 
komoditas unggulan di wilayah rencana pemekaran; (3) menganalisis ketersediaan lahan untuk 
pertanian; serta (4) membandingkan potensi sumberdaya  wilayah rencana pemekaran. 
 
Metodologi 
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk seluruh analisis, didukung data 
primer berupa hasil wawancara pendapat masyarakat. Uraian analisis yang digunakan disajikan 
sebagai berikut.,  
E-ISSN: 2615-7721 Vol 5, No. 1 (2021) 628 
P-ISSN: 2620-8512 
A. Analisis tingkat perkembangan wilayah (Skalogram) 
Analisis skalogram dalam penentuan indek pembangunan kecamatan (IPK) di Kabupaten 
Sukabumi dilakukan dengan dua jenis data, yaitu data fasilitas dan data kemiskinan.. Analisis 
skalogram menekankan pada suatu asumsi bahwa semakin banyak/tinggi tingkat penyediaan 
fasilitas pada suatu lokasi, maka wilayah tersebut semakin berkembang, dan berlaku sebaliknya 
semakin sedikit/rendah jumlah sarana dan jenis sarana prasarana pelayanan maka wilayah 
tersebut dikategorikan sebagai wilayah terbelakang (Wonua, 2014; Utari, 2015; Sitorus et al., 
2012; Mulya et al., 2018). Data dan variabel yang digunakan disajikan pada Tabel 1. 
Pengolahan data fasilitas menggunakan teknik skalogram sesuai tahapan pada Rustiadi et al., 
2011 dan Panuju et al., 2013. 
B. Analisis ketimpangan pembangunan (Index Theil Entroyp) 
Analisis ketimpangan wilayah dilakukan dengan menggunakan analisis Theil Entropi. 
Indeks ketimpangan regional digunakan untuk menyusun ketimpangan wilayah berdasarkan 
pembagian wilayah (Mulya et al. 2018; Dhyatmika et al., 2013). Data yang digunakan pada 
tahap analisis ini adalah data IPK dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan yang 
didapatkan dari hasil analisis skalogram (data hirarki fasilitas). Kelebihan indeks theil adalah 
indeks theil dapat melihat ketimpangan di dalam wilayah (within region inequality) dan antar 
wilayah (between region inequality) (Vaulina et al., 2015). 
Tabel 1. Data dan variabel yang digunakan dalam analisis skalogram 
No Fasililitas Jenis Data/Variabel* 
1 Ekonomi 
Jumlah pasar, Jumlah Bank, Jumlah KUD (Koperasi Unit Daerah), Jumlah 
warung/toko/swalayan, Jumlah restoran/rumah makan, Jumlah 
hotel/penginapan, Jumlah industri kecil 
2 Sosial 
Jumlah masjid, Jumlah Mushola, Jumlah gereja, Jumlah pura, Jumlah wihara, 
Jumlah kelenteng, Jumlah kapel  
3 Kesehatan Jumlah RSU, Jumlah Puskesmas, Jumlah Poskesdes 
4 Pendidikan 
Jumlah paud, Jumlah TK, Jumlah SD, Jumlah MTS,  Jumlah SMP, Jumlah 
SMA, Jumlah SMK, Jumlah MA 
5 Aksesibilitas Jarak ke Ibukota Kabupaten 
6 Kemiskinan 
Jumlah gelandangan, pemulung,  pengemis, masyarakat penderita gizi buruk, 
masyarakat yang memiliki SKTM, masyarakat bukan pengguna listrik, 
pemukiman kumuh. 
*sumber data Potensi Desa tahun 2018 
C. Analisis potensi pertanian dan komoditas unggulan (LQ dan DS) 
Analisis LQ digunakan dengan tujuan menentukan basis aktivitas atau lokasi 
pemusatan/basis aktivitas. (Sitorus et al. 2014) dan cara pehitungannya sesuai disajikan Mulya 
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et al., 2019. Sementara itu analisis DS untuk melihat pertumbuhan komoditas. Data yang 
digunakan adalah data luas tanam komoditas pertanian pangan dan perkebunan. Hendayana 
(2003) menyatakan bahwa kriteria dalam menetapkan komoditas unggulan adalah kombinasi 
antara nilai LQ dan DS, atau melihat komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan 
keunggulan kompetitif. Kriteria tersebut ditunjukan dengan nilai LQ>1 dan memiliki nilai 
DS>0 atau DS (+). 
D. Analisis ketersediaan lahan 
Analisis ketersediaan lahan dilakukan untuk mengetahui status lahan yang sesuai apakah 
masih tersedia atau tidak untuk pengembangan suatu komoditas unggulan serta umumnya 
dilakukan pada tahap awal pemilihan lokasi pengembangan (Sitorus et al. 2012; Widiatmaka 
2013). Ketersediaan lahan dapat memberikan informasi tentang lokasi dan luas lahan tersedia 
untuk pengembangan pertanian, sehingga hasil evaluasi ketersediaan lahan dapat digunakan 
untuk memberikan arahan penggunaan lahan sesuai keperluan. Data yang digunakan yaitu peta 
penggunaan lahan dan peta pola ruang Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032. Kemudian, 
kedua peta ditumpangtindihkan untuk melihat status lahan apakah tersedia untuk pertanian, 
tersedia sementara atau tidak tersedia. 
E. Analisis perbandingan kondisi eksisting dan potensi wilayah  
Analisis perbandingan kondisi eksisting dan potensi wilayah dilakukan dengan 
menggunakan metode analisis tabulasi-deskriptif berdasarkan hasil yang didapatkan pada hasil 
analisis sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk 1). membandingkan kondisi eksisting dan 
potensi antar wilayah yang akan dimekarkan (antar DOB), dan 2). memberikan informasi 
wilayah mana yang paling besar memiliki sumberdaya dan tentunya secara tidak langsung 
menunjukkan kesiapan dalam menghadapi pemekaran.  
 
Hasil dan Pembahasan 
A. Perkembangan wilayah kabupaten sukabumi 
Hasil analisis hirarki fasilitas dan hirarki kemiskinan menunjukkan hal yang berbeda. 
Pada hirarki fasilitas, semakin besar nilai Indeks Pembangunan Kecamatan (IPK) 
menunjukkan tingkat perkembangan kecamatan lebih tinggi dibandingakan dengan kecamatan 
lainnya. Berdasarkan hirarki fasilitas, yang termasuk hirarki I ada dua kecamatan yaitu 
Kecamatan Cicantayan dan Kalibunder, dimana kedua kecamatan memiliki nilai IPK lebih 
tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Menurut Tarigan (2008), hirarki wilayah dapat 
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membantu menentukan fasilitas apa yang harus ada di suatu wilayah, semakin maju suatu 
wilayah, semakin beragam fasilitas yang disediakan sehingga makin luas wilayah 
pengaruhnya. Sementara itu, hasil analisis hirarki kemiskinan menunjukkan kecamatan yang 
masuk hirarki I ada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cicantayan, Sagaranten, dan Kalibunder. 
Berdasarkan hasil analisis hirarki fasilitas dan kemiskinan, dominan masuk ke kode HF3HK3, 
artinya wilayah tersebut berdasarkan fasilitas termasuk hirarki 3 dan berdasarkan hirarki 
kemiskinan termasuk hirarki 3. Penjelasan lebih lanjut, wilayah dengan kode HF3HK3 
merupakan wilayah dengan tingkat perkembangan rendah dan tingkat kemiskinan tinggi. Hasil 
ini sesuai dengan penelitan Novianti et al. (2020) bahwa wilayah Kabupaten Sukabumi 
konsisten berada pada hirarki III selama tiga tahun terakhir.  
 
Gambar 2 Peta hubungan antara hirarki fasilitas (HF) dan hirarki kemiskinan (HK) 
B. Analisis ketimpangan pembangunan 
Berdasarkan Tabel 2, ketimpangan pembangunan di wilayah rencana pemekaran 
Kabupaten Sukabumi untuk pemekaran 3 DOB ataupun 2 DOB, masing-masing disebabkan 
oleh ketimpangan dalam wilayah. Untuk nilai ketimpangan antar wilayah (KAW) sebesar 
0.015 (0.73%) untuk 3DOB dan 0.002 (0.31%) untuk 2DOB,. Sementara itu, untuk 
ketimpangan dalam wilayah (KDW) sebesar 2.049 (99.27%) untuk 3DOB dan 0.721 (99.69%) 
untuk 2DOB. KDW berarti ketimpangan fasilitas terjadi di kecamatan-kecamatan yang berada 
di dalam wilayah rencana pemekaran tersebut. Untuk wilayah rencana pemekaran 3 DOB 
ketimpangan tertinggi berada di wilayah rencana pemekaran KP dilihat dari nilai indeks theil 
yang paling tinggi yaitu sebesar 1.05. Hal tersebut berarti kecamatan-kecamatan yang berada 
di dalam wilayah rencana pemekaran KP memiliki jumlah dan jenis serta ketersediaan fasilitas 
yang tinggi dan ada juga yang sangat rendah sehingga terjadi ketimpangan antar kecamatan di 
dalam wilayah rencana pemekaran. Sementara itu, untuk wilayah rencana pemekaran 2 DOB 
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ketimpangan tertinggi berada di wilayah rencana pemekaran KSI, dilihat berdasarkan nilai 
indeks theil yang tinggi yaitu sebesar 0.512. Berdasarkan hasil analisis baik untuk wilayah 
rencana pemekaran 3 DOB maupun 2 DOB ketimpangan tertinggi berada di wilayah selatan 
Sukabumi. 
Tabel 2. Indeks Theil Entropy Wilayah Rencana 3 DOB dan 2 DOB Kabupaten Sukabumi 
Rencana Pemekaran 
3DOB 2DOB 
KAW KDW KAW KDW 
Kabupaten Sukabumi Induk (KSI) -0,025 0,002 0,016 0,512 
Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) -0,013 0,996 -0,013 0,209 
Kabupaten Pajampangan (KP) 0,054 1,050   
Total 0,015 2,049 0,002 0,721 
Total (%) 0,733 99,260 0,310 99,699 
Keterangan: KAW = ketimpangan antar wilayah, KDW = ketimpangan dalam wilayah 
C. Analisis komoditas unggulan 
Perhitungan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif (komoditas 
unggulan) dihitung dengan mengunakan kombinasi hasil anilisis LQ dan DS (SSA). Komoditas 
unggulan di masing-masing wilayah rencana pemekaran sesuai disajikan pada Gambar 3. 
Berdasarkan Gambar 3, terlihat KSU sebagian besar wilayah memiliki komoditas unggulan 
padi (tanaman pangan). Empat belas kecamatan lainnya memiliki komoditas unggulan yang 
beragam dan terdapat tiga kecamatan yang tidak memiliki komoditas unggulan (warna merah). 
Untuk subsektor tanaman perkebunan tidak ada satupun kecamatan yang memiliki komoditas 
unggulan. Dari delapan kecamatan yang termasuk kedalam KSI, masing-masing kecamatan 
memiliki komoditas unggulan yang berbeda. Tetapi jika dilihat secara umum, KSI didominasi 
komoditas unggulan tanaman pangan (padi) dan tanaman perkebunan (kakao). Sementara itu, 
untuk KP, dari 18 kecamatan yang ada, komoditas unggulannya adalah padi, kacang kedelai, 
dan kacang tanah. Untuk subsektor tanaman perkebunan, ada satu kecamatan memiliki 
komoditas unggulan cengkeh dan satu kecamatan kakao. Komoditas yang menjadi unggulan 
wilayah menunjukkan kemampuan wilayah dalam memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri 
maupun kebutuhan wilayah lain, karena surplus produksi komoditas tersebut. Hal ini 
menunjukan bahwa secara agregat di kecamatan tersebut menghasilkan surplus yang 
memungkinkan untuk mengekspor ke wilayah lain sehingga pada akhirnya dapat 
meningkatkan penghasilan wilayah atau sebagai sumber ekonomi wilayah. Peran pemerintah 
daerah sangat diperlukan untuk menggerakkan komoditas unggulan sebagai penggerak 
ekonomi daerah. 
D. Analisis ketersediaan lahan 
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Analisis ketersediaan lahan bertujuan untuk mengetahui status lahan apakah masih 
tersedia untuk pengembangan pertanian (komoditas unggulan) atau tidak. Ketersediaan lahan 
yang digunakan untuk pengembangan pertanian dilihat berdasarkan hasil analisis terhadap dua 
jenis peta wilayah, yaitu peta penggunaan lahan dan peta pola ruang RTRW Kabupaten 
Sukabumi Tahun 2012-2032. Berdasarkan peta pola ruang Kabupaten Sukabumi luas kawasan 
lindung sebesar 65.570 Ha atau sebesar 15,27%, sedangkan untuk  kawasan budidaya sebesar 
363.635 Ha atau sebesar 84,73%. Dalam penelitian ini analisis ketersediaan lahan tidak bisa 
mencakup komoditas pertanian secara spesifik karena memerlukan analisis kesesuaian lahan 
(tidak tersedia data), sehingga hanya diperoleh hasil analisis ketersediaan lahan untuk pertanian 
secara umum. Berdasarkan hasil analisis (Tabel 3) wilayah rencana pemekaran 3 DOB, 
memiliki luas lahan tersedia sebesar 232,776 ha atau 55.94% dari total luas Kabupaten 
Sukabumi. Dari luas tersebut, wilayah yang memiliki luas lahan tersedia paling banyak adalah 
wilayah KP yaitu sebesar 145,667 ha atau sebesar 62.58% dari total luas lahan tersedia yang 
ada di Kabupaten Sukabumi, untuk wilayah KSI sebesar 20.64%, dan untuk KSU hanya 
memiliki luas lahan tersedia sebesar 16.79% atau wilayah yang paling sedikit memiliki lahan 
tersedia untuk pertanian. Ketersediaan lahan untuk pertanian yang luas menjadi modal utama 
wilayah meningkatkan pendapatan penduduk dan wilayah. 






Tidak Tersedia %Luas Tersedia 
3DOB 2DOB 3DOB 2DOB 3DOB 2DOB 3DOB 2DOB 
KSI    48,037    193,704    20,731   50,697    31,474    88,892        21        83  
KSU    39,073     39,073    13,238   13,238    44,680    44,680        17        17  
KP   145,667     29,966     57,418         63   
Total 232,777  63,935  133,572  100  
Samahalnya dengan hasil analisis pada wilayah rencana pemekaran 3 DOB, hasil untuk 
wilayah rencana pemekaran 2 DOB luas lahan tersedia yang ada sama, tetapi yang 
membedakan adalah wilayah kabupaten yang memiliki luas lahan tersedia terbesar adalah 
wilayah KSI yaitu sebesar 83.21% dari total luas lahan tersedia di Kabupaten Sukabumi. 
Sementara itu, untuk wilayah KSU sebesar 16.79%. Sebaran spasial ketersediaan lahan sesuai 
disajikan pada Gambar 4. Pada masing-masing wilayah rencana pemekaran baik 3 DOB 
maupun 2 DOB memiliki ketersediaan lahan yang bervariasi. Salah satu penyebabnya adalah 
pertambahan penduduk akan mendorong laju kenaikan lahan terbangun (Baga, 2015) dan 
berkurangnya lahan pertanian.  
E. Perbandingan kondisi eksisting dan potensi sumberdaya wilayah rencana pemekaran 
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Jika melihat kondisi eksisting dan potensi masing-masing wilayah yang didapatkan dari 
hasil analisis sebelumnya (hirarki), wilayah Utara memiliki potensi sumberdaya yang besar, 
dilihat dari segi fasilitas yang cukup memadai dibandingkan dengan wilayah Selatan (KSI dan 
KP). Sementara itu, jika melihat potensi dari ketersediaan lahan untuk pertanian, wilayah 
Selatan memiliki potensi sebagai wilayah pusat pengembangan sektor pertanian (komoditas 
pertanian). Potensi masing-masing wilayah rencana pemekaran memiliki keunggulan masing-
masing. Jika dilihat dari hasil analisis, wilayah yang memiliki karakteristik mirip perkotaan 
(ketersediaan fasilitas) adalah wilayah Utara (KSU). Hal ini sesuai dengan pendapat 
masyarakat, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi dari 27 responden yang tersebar 
di wilayah KP (16 responden), wilayah KSI (5 responden) dan KSU (6 responden), seluruhnya 
menyatakan bahwa wilayah Utara memiliki sumberdaya yang baik, sehingga tentunya menurut 
masyarakat merupakan wilayah yang paling siap jika akan dimekarkan. Selanjutnya, 
masyarakat juga mengharapkan ketika wilayah Utara di mekarkan maka pembangunan di 
wilayah Selatan dapat lebih cepat, dengan pemerintahan daerah yang baru. 
  
Gambar 3. a).  Peta Sebaran Komoditas Unggulan, b).  Peta Ketersediaan Lahan Kabupaten 
Sukabumi   
 
Kesimpulan dan Saran 
A. Simpulan 
Secara umum, perkembangan wilayah Kabupaten Sukabumi tergolong wilayah belum 
maju. Menurut perkembangan wilayahnya KSU lebih baik dibandingkan dengan KSI dan KP. 
Terjadi ketimpangan pembangunan di wilayah rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi yang 
disebabkan oleh ketimpangan dalam wilayah itu sendiri, baik pada 3 DOB mauapun 2 DOB. 
Komoditas unggulan wilayah Kabupaten Sukabumi dominan padi. Wilayah selatan (KSI dan 
KP) memiliki luas lahan tersedia untuk pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah 
utara, karena di wilayah utara didominasi lahan terbangun. Ini disebabkan karena tingginya 
a b 
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jumlah penduduk di wilayah tersebut. Adanya perbedaan kondisi eksisting dan potensi wilayah 
(termasuk pertanian) yang signifikan, menunjukkan pembagian 2 DOB dan 3 DOB terbagi 
menjadi wilayah Sukabumi bagian Utara dan Selatan. Lebih lanjut, dilihat dari kondisi 
eksisting dan potensinya Sukabumi Utara lebih ke pengembangan sektor non-pertanian, 
sedangkan Sukabumi selatan ke pengembangan sektor pertanian. 
B. Saran 
Untuk menunjukkan kondisi eksisting dan potensi wilayah perlu dilakukan kajian yang 
lebih komprehensif dari sisi ekologi, sosial, ekonomi, dan kebijakan. Pendekatan berbasis data 
primer (survey lapangan) dapat memberikan informasi yang lebih akurat, didukung dengan 
informasi secara partisipatif (masyarakat dan pemerintah) terkait isu pemekaran ini. 
Tabel 4. Potensi masing-masing wilayah rencana pemekaran 3DOB
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Kabupaten Sukabumi Induk 0 1 7 -0.026 0.003 Padi sawah, kakao 96.129,1 48.036,8 20,64
Kabupaten Sukabumi Utara 1 1 16 -0.014 0.996 Padi sawah 93.958,5 39.072,5 16,79
Kabupaten Pajampangan 1 4 16 0.055 1.051
Padi gogo, kacang 
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1 1 16 0.016 0.512 Padi 93958.54 193703.96 83.21
Kabupaten 
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Jumlah Kecamatan (Hirarki) Ketimpangan
E-ISSN: 2615-7721 Vol 5, No. 1 (2021) 635 
P-ISSN: 2620-8512 
Faoziyah, U & Salim, A, W. (2016). Proliferation Pattern in Underdeveloped Region: Is It The 
Real Solution to Solve Underdeveloped Regions Problem in Decentralized Indonesia? 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, (227), 824-832. 
Hendayana, R. (2003). Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Komoditas 
Unggulan Nasional. Jurnal Informatika Pertanian, 12, 1-21. 
Latuconsina, Z.M.Y. (2017). Model Pembangunan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur 
Berbasis Sistem Wilayah Pengembangan. (Tesis, [Bogor]: Sekolah Pascasarjana Institut 
Pertanian Bogor). 125. 
Mulya S.P., Hikmah, I.N.D.M, Widjaja & H. Widiatmaka. (2019). Multicriteria Analysis for 
Determining Primary Commodities at Jasinga District, Bogor Regency, Indonesia. IOP 
Conf. Series: Earth and Environmental Science, 399. 
Mulya S.P., Rustiadi E. & Pravitasari A.E. (2018). Economic Disparitas in West Java Based 
on Village Development Indeks. Proceedings of The 14th IRSA Internasional Conference, 
Solo. 727-735. 
Novianti D, Pravitasari A.E. & Sahara S. (2020). Analisis perkembangan wilayah provinsi 
Jawa Barat untuk arahan pembangunan berbasis wilayah pengembangan. Jurnal 
Geografi, 12(01). 2085-8167. 
Panuju D.R. & Rustiadi E. (2013). Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah. 
Bogor (ID): Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdata Lahan, Fakultas Pertanian, Institut 
Pertanian Bogor. 
Rustiadi E, Saefulhakim S, & Panuju D.R. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. 
Jakarta (ID): Crestpent dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia Press 
Sitorus S.R.P., Leonataris C & Panuju D.R. (2012). Analisis Pola Penggunaan Lahan dan 
Perkembangan Wilayah di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barta. Jurnal Ilmu Tanah dan 
Lingkungan, 14(1), 21-28.  
Sitorus S.R.P., Mulya S.P., Iswati A., Panuju D.R. & Iman L.A.S. (2014). Teknik Penentuan 
Komoditas Unggulan Pertanian Berdasarkan Potensi Wilayah dalam Rangka 
Pengembangan Wilayah. Proceedings Seminar Nasional ASPI 2014th Sustainable and 
Resikient Cities and Regions.  
Tarigan R. (2008). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta (ID): PT. Bumi Aksara. 
Utari M.G.E.S. (2015). Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman di Kota Yogyakarta 
Tahun 2014. Journal of Economics and Policy, 8(1), 62-72. 
Vaulina, S & Liana L. (2015). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Provinsi 
Riau. Jurnal Dinamika Pertanian (30), 261-273. 
Widiatmaka. (2013). Analisis Sumberdaya Wilayah untuk Perencanaan Tataguna Lahan. 
Bogor (ID): PS. PSL, Institut Pertanian Bogor. 
Widiatmaka, W. Ambarwulan, & Sudarsono. (2016). Spatial Mul-Ticriteria Decision Making 
for Delineating Agricultural Land in The Jakarta Metropolitan’s Hinterland: Case Study 
of Bogor Regency, West Java. Agrivita Journal of Agricultural Science, 38(2), 105-115.  
Widiatmaka, Mulya S.P., Panuju D.R, Ambarwulan W. & Hamzah U. (2019). Multicriteria 
Land Index for Determining Primary Commodity in Agricultural Landuse Planning. IOP 
Conf. Series: Earth and Environmental Science, 284(012006). 
E-ISSN: 2615-7721 Vol 5, No. 1 (2021) 636 
P-ISSN: 2620-8512 
Wonua A.N. (2014). The Analyzes od Scalogram, Performance-Importance and Hierarchy 
Process for Grand Strategy of The Agroindustry Development In Southeast Sulawesi. 
International Journal of Humanities and Social Science Invention, 3(10), 40-45.  
